
  

 

  

 

 

WALIKOTA DENPASAR 

PROVINSI BALI 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

NOMOR 25 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  DENPASAR, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan 

perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan 

belanja daerah serta perubahan prioritas plafon anggaran 

sementara untuk penyusunan perubahan rencana 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Denpasar 

tahun 2024, perlu menyusun perubahan rencana kerja 

pemerintah daerah tahun 2024; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana 

kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan terdapat 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan 

keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana 

kerja pemerintah daerah, sehingga perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 25 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Semesta Berencana Tahun 2024; 

 

 

SALINAN 

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: 
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202409/tte-afb2ae06ea4305e5df75bc79e71295502_conv.pdf

 



 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan  Kotamadya  Daerah Tingkat II  Denpasar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1992 

Nomor 9,  Tambahan Lembaran  Negara    Republik 

Indonesia Nomor 3465); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6871); 

 

 

 



 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang 

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional 

Tahun    2020-2024    (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

 

 



 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447);  

16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); 

17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 

2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 

Nomor 14); 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 

2009 Nomor 1);  

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Daerah Kota Denpasar 

Nomor 5); 

20. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana 

Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 

Nomor 25); 

 



 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA 

BERENCANA TAHUN 2024. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 25 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kota 

Denpasar Tahun 2023 Nomor 25) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

RKPD disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 

BERKENAAN 

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAERAH 

BAB IV  : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

BAB VI :   PENUTUP 

 

 

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal 10 Juli 2024 

 

WALIKOTA DENPASAR, 

 

ttd. 

 

  I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

 

Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 10 Juli 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR, 

 

ttd. 
 

IDA BAGUS ALIT WIRADANA 

 

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 25 

 

 

 Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 KEPALA BAGIAN HUKUM  

 KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH. 

 Pembina Tk.I/ IV/b 
 NIP. 19750917 199903 2 008 

 

  



 

LAMPIRAN  

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR   

NOMOR 25 TAHUN  2024     

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2023 

TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH SEMESTA 

BERENCANA TAHUN 2024 

 

 

 

PEMERINTAH  KOTA  DENPASAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA   

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

KOTA DENPASAR 

TAHUN 2024 


		2024-09-23T09:03:38+0700
	Kota Denpasar
	Keamanan Dokumen Elektronik




